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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam putusan 

Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap terdakwa Aang Chunaifi. Pasal tersebut 

mengatur bahwa hukuman bagi pelaku yang memenuhi unsur dalam pasal ini harus 

ditambah sepertiga dari pidana pokok. Namun, dalam putusan yang diteliti, majelis 

hakim tidak menerapkan tambahan hukuman tersebut. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim serta 

kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan Pasal 15 UU 

TPKS, yang dapat berdampak pada efektivitas hukum dalam memberikan efek jera 

kepada pelaku dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, 

diperlukan evaluasi terhadap implementasi aturan ini dalam praktik peradilan 

guna memastikan konsistensi penerapan hukum serta pemenuhan hak-hak korban. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 15 UU TPKS, Putusan 

Pengadilan, Penerapan Hukum, Perlindungan Korban. 
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ABSTRACT 

 

This study examines the application of Article 15 of Law Number 12 of 2022 

on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in the decision of the Sidoarjo District 

Court against the defendant Aang Chunaifi. This article stipulates that the sentence 

for perpetrators who meet its elements must be increased by one-third of the 

principal penalty. However, in the analyzed verdict, the panel of judges did not 

impose this additional sentence. This research employs a normative legal method 

with a statutory and case approach to analyze the legal reasoning of the judges and 

its conformity with the principles of legal certainty and justice for victims. The 

findings indicate inconsistencies in the application of Article 15 of UU TPKS, which 

may affect the effectiveness of the law in deterring perpetrators and protecting 

victims of sexual violence. Therefore, an evaluation of the implementation of this 

provision in judicial practice is necessary to ensure consistent law enforcement and 

the fulfillment of victims' rights. 

 

Keywords: Sexual Violence Crimes, Article 15 of UU TPKS, Court Decision, Legal 

Application, Victim Protection. 
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